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BAB IV

ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA" ULAMA KOMISI FATWA SE-
INDONESIA Il TAHUN 2006 TENTANG SMS BERHADIAH
KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Analisis Keputusan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa Seldmesia Il Tahun 2006

Tentang SMS Berhadiah

Majlis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah maakar para
ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan lembaghng
berkompeten dalam pemberian jawaban mengenai rhaselsalah sosial
keagamaanlfta’) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakiainiesia.
Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadadi semua umat
Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungarmddzhabyang
berbeda-beda. oleh karena itu, fatwa yang dikeiraMUI diharapkan dapat
diteriama oleh seluruh kalangan dan lapisan makghaisserta menjadi acuan
pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan kepadgarakat*

Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) menfatwakan bahwa SM&rhadiah
haram hukumnya karena mengandung unsur judi. Faimadalah salah satu
fatwa hasil keputusan ijtima’ para ulama’ di Pond®&santren Darrussalam

Gontor pada 25- 27 Mei 2006 yang dihadiri lebihi g&ribu ulama’. SMS

1. http://www.mui.or.id
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berhadiah tersebut merupakan judi karena menganawsig mengundi nasib
dengan cara mudah, pemborosan, menghambur-hambuwréag untuk

permainan yang tidak jelas, membahayakan pihak l&ing menderita
kekalahan, membangkitkan fantasi, ketagihan dartaheralas tidak berbeda
dengan judi kemudian ditetapkan secara resmi patin RJuni tahun 2006.
Menurut para ulama pesan pendek berhadiah dan yrencall masuk

kategori judi terselubung yang secara otomatisatilg oleh Islani.

Adapun keputusan ijtima’ ulama komisi fatwa MUI tahun 2006
tentang SMS berhadiah adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud SMS berhadiah adalah suatu modelinp@ag SMS
mengenai berbagai masalah tertentu, yang diseeiagah janji pemberian
hadiah, baik melalu undian maupun melalui akumujasilah (frekuensi)
pengiriman SMS yang paling banyak, sementara lpaypagiriman SMS diluar
ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut bedasaakumulasi hasil
perolehan SMS dari pesefta.

1. SMS berhadiah hukumnya haram, jika:

a. Mengandung unsunaisr (judi), tabzir (menyianyiakan hartagharar
(tidak jelas/bersifat tipu daya)dharar (membahayakan)jghra’
(bermalas-malasan) dashraf (pemborosan).

b. Jika hadiah yang diberikan dalam praktek SMS beahadbaik

keseluruhan atau sebagiannya berasal dari pengiiShESs.

2. http://www.antaranews.com.

3. http://www.agnezzonne.blogspot.com/2009/12/Feaarindian-dan-Kuis-dalam.html
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2. SMS berhadiah hukumnya mubah jika tidak mengandwikgim-hukum
di atas.

3. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku seaaram baik pihak-
pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, idesy telekomunikasi,
peserta pengirim maupun pihak pendukung.

Adapun pengertian judi (maisir) yang banyak dikeakan oleh para
ahli hukum kontemporer adalah permainan yang mehganunsur taruhan,
dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langberigadap-hadapan dalam
majelis. Demikian pedapat yang dikemukakan olehahion Hosen
sebagimana yang dikutip oleh Masfuk Zuhdi ada dah yang perlu
diperhatikan yaitu taruhan dan berhadap-hadapamgoyang bertaruh pasti
menghadapi salah satu kemungkinan yaitu menangkafah, jadi sifatnya
untung-untungan, mengadu nasib, jildi (penyebab) haramnya maisir atau
judi menurut lbrahim Hosen adalah berhadap-hadagatam berhadap-
hadapanitu terkandung hikmah, maka judi (maisirgiharamkart.

Dari beberapa definisi tersebut sebenarnya salinglemgkapi,
sehingga dari definisi-definisi tersebut dapatrdmilkan sebuah definisi judi
yang menyeluruh. Judi adalah segala sesuatu yanganéung unsur taruhan
harta, dimana pihak yang menang mengambil har&kpiang kalah.

aktifitas, yaitu:

* Masfuk Zuhdi, Masail Fighiyyah: Kapita Selekta kdn Islam, Jakarta: CV. Haiji
Massagung, 1993, him 147.
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1. Adanya taruhan harta (yang berasal dari pihak-pyaalg berjudi)

2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk mekamtpihak yang
menang dan yang kalah

3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian) yammgjach taruhan
(murahanaf sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Kuis regular atau undian SMS berhadiah dengan reyptemium call
disamping mengandung tabzir dan judi juga mengamndusurgharar karena
tergolong permainan yang tidak jelas dan bersifahgelabuhi. Bisnis yang
mengandung unsur judi dagharar tidak dapat memperlihatkan secara
transparan mengenai proses dan keuntungan (labg gkan diperoleh),
proses dan hasil dari bisnis yang dilakukan tidgmgantung pada sesuatu atau
pihak luar yang tidak berukur.

Dengan banyaknya peserta kuis SMS undian berhadtian-akhir ini
menunjukkan bahwa budaya instan semakin merajalglak mengharapkan
sesuatu yang besar tanpa bekerja keras, hal inumpétkan adanya unsur
ighra’ dalam undian SMS tersebut.

Kuis SMS ditinjau dari segi prakteknya dapat digatgan dalam judi
“maisir’ dikarenakan telah memenuhi ketiga unsur, yaitu:

1. Ada yang dipertaruhkan
2. Mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengikuti undyann
3. Ada unsur gambling (permainan)
Dalam hal ini berdasarkan kaidapara’ (hukum Islam) setiap sesuatu

yang dihasilkan (didapatkan) dari cara yang hamaaka haram pula benda



81

yang hasilkan. Jika dilihat dari sisi ini, maka pemaan uang hasil lotre atau
undian berhadiah adalah haram.

Di Indonesia meskipun penduduknya mayoritas beagdsham,
namun hukum-hukumnya berlaku hanya sebatas padmdiderkawinan,
ibadah dan pembagian waris, tetapi tidak ada aspelg lain seperti
pembelian kupon, sedangkan pada intinya adalah d@ahengadakan lotre
atau undian berhadiah dan membeli lotre adalahargert), sedangkan
menerima dan meminta bagian dari uang lotre adadaln atau mesti, sebab
kalau tidak diambil (diperkirakan akan digunakareholumat lain untuk
merusak umat Islam atau paling tidak memundurkannya

Dengan keluarnya fatwa MUI mengenai hukum SMS lbdiayang
mengharamkan terjadinya praktek SMS undian berhatbasebut dengan
berbagai landasan hukum tentunya mementingkan nsiglharat daripada
manfaatnya untuk umat Islam, karena SMS berhadisdimging merugikan
dari segi meteri juga merusak mental masyarakainggh menyebabkan
malas bekerja untuk mencarai rizki yang halal.

Adapun dalil syara’ yang menyebutkan tentang undidalam
pengertian judi(maisir) terdapat pada QS Al-Bagarah ayat 219 dan QS Al-

Maidah ayat 90-91.

-

b STk P B S Bl s A e 20T
(Y1) 2)hgnis

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judialkanlah
pada keduanya itu terdapat dosa besar dan bebensguafaat bagi
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manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripadafaatnya
(QS. Al-Bagarah : 218)

DUl ok 2a 2y AWV olaiVigneally s us T 2 @ g
& slaidly 85138 r<‘“ by 5 Hlasdy W ; O G5l {.Q;s JRCEAH
O '/5’ & \ J.@_e L) u’ﬁ 4.U\ ;{; NG vf.if,a_?/ ,m.w’ I3 jil\
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (memijrkinramar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasiengan
panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuataritayaMaka
jauhilah  perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksudiaken
menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara Kamtaran
(meminum) khamr dan berjudi itu dan menghalangi kadari
mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kandari(
mengerjakan pekerjaan ituQS Al-Maidah 90-919
Melihat fenomena semacam ini maka menurut anglsmulis bahwa
keberadaan fatwa MUI tentang keharaman SMS beirthagang telah
ditetapkan dua tahun yang lalu masih belum efeftiimasyarakat atau
kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, hakamungkinan bisa
disebabkan karena beberapa faktor, di antaranyarada
1. Kurang adanya sosialisasi dari pemerintah sehingasyarakat tidak
mengetahui tentang keberadaan fatwa tersebut.

2. Tidak perdulinya masyarakat terhadap fatwaebers karena peserta

telah dibutakan oleh iming-iming hadiah menarik gadijanjikan

°. Departemen Agama RAl-Qur'an dan Terjemahnya&Semarang: Karya Toha Putra, 2002,
him. 34.

® Departemen Agamibid., him. 123.
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sehingga mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakigkah melanggar
syariat Islam.

3. Keinginan memperoleh sesuatu dengan jalan gepat dan mudah.

4. Bisnis yang menjanjikan bagi para penyelenggatam hal ini dengan
keuntungan yang besar sehingga kurang memperdudigakah bisnis
semacam ini dilarang agama atau tidak serta danmysalg akan
ditimbulkan.

Pada waktu MUI mengeluarkan fatwa mengenai kehara®slS
berhadiah karena mengandung unsur jtalzir, gharar dan sebagainya,
Kuis reguler yang dilakukan dengan cara seperti hampir tidak ada
bedanya dengan permainan judi pada umumnya. Keduaayna-sama
terdapat taruhan sejumlah uang, kemudian dilakugangundian untuk
menentukan pemenang, barang siapa yang nomornyarkelaka dialah
pemenangnya. Bila dilihat dari dampak yang ditirkaal kuis reguler ini
jauh lebih besar, karena kuis ini bisa diikuti olglapapun tanpa adanya
batasan usia, asalkan mempunyai handphone dan yaitgp cukup bisa
mengikuti kuis tersebut.

Dapat dipahami bahwa pengecualian yang diberika MeI terkait
pihak ketiga sebagai penyedia hadiah tidak mendigar hukum yang kuat.
Maka adanya hadiah yang disediakan oleh pihak &etiglam SMS
berhadiah tidak dapat menghalalkan kegiatan tetsagbab dalam SMS
berhadiah para peserta saling mempertaruhkan lyartg dalam hal ini

berupa pulsa yang digunakan untuk mengirim SMS akerigrif premium,
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serta tidak adamukhalil yang mana keberadaannya dapat menghalalkan

kegiatan yang mengandung unsur taruhan. Padahakt amélakukangiyas

harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Asl, suatu peristiwa yang sudah ada nashnya daniperistenggiyaskan.

2. Furu’, merupakan peristiwa yang belum ada nashnya dastip@ itulah
yang akan digiyaskan kepada asl.

3. Hukmu al-asl hukum syara’ yang ditetapkan oleh nash. dan

4. lllat, suatu sifat yang terdapat pada peristiwa fura’ asl yang keduanya

memiliki kesamaan, karena hukum diantara keduaiigsaénakan.

Jika salah satu dari keempat syarat tersebut tgmnuhi, maka giyas
tidak dapat dilakukan.

Agaknya pengecualian dalam fatwa MUI, terkait pilkekiga sebagai
penyedia hadiah, tidak sesuai dengan hukum islanenk keberadaan pihak
ketiga tidak dapat menghalalkan kegiatan SMS bé&hadengan alasan
sebagai berikut :

SMS berhadiah adalah judi, dan judi tidak dapatkdih status hukumnya
dengan adanya pihak ketiga sebagai penyedia halilkahpihak ketiga dapat
merubah status hukum haram padanya, maka perjpdiartidak mungkin,
mengingafuru’ digiyaskan kepada asl karena adanya konsuiaémukum.
Pihak ketiga hanya berlaku pada undian yang dilakusepihak atau para
peserta dikenai biaya, tetapi biaya tersebut bukatuk hadiah (karena

ditanggung pihak ketiga) melainkan digunakan keperlpeserta sendiri dan
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atau keperluan penyedia dalam hal pengadaan asapayti akomodasi,
pengadaan peralatan, konsumsi, dan lain sebaginya.

Pihak ketiga bukan merupakan illat hukum yang mareyhkan judi. Oleh
karena itu keberadaan dalam SMS berhadiah tidalardapenghlalkan
program tersebut, karena pada dasafagd dapat diikutkan padaslkarena
ada kesamaaitiat hukum pada keduanya.

Keberadaan pihak ketiga sebagai penyedia hadiaklakiam hiyal
(manipulasi), sedangkan syara’ tidak membenarkadakan manipulasi
untuk membolehkan ha; yanhg dilarang.

Dengan demikian SMS berhadiah yang hadiahnya dikadi oleh pihak
ketiga adalah judi karena adanya kemiripdlat hukum antara SMS
berhadiah tersebut haram untuk dikonsumsi, selshbrjarupakan cara yang

bathil untuk memperoleh harta.

2. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentangrfélemgan Konsumen
Dalam kaitannya masalah undian SMS berhadiah di gemerintah
Indonesia membentuk Undang-Undang No. 8 Tahun 19%htang
Perlindungan Konsumen dengan tujuan membentuk kpardbermasyarakat
yang adil dan tentram dalam masalah sosial masgadikbidang ekonomi.
Sesungguhnya undang-undang itu dalam pengertiasgty@gai suatu atribut,
sangat perlu bagi masyarakat, dan ia sangat dkagriwleh kehidupan

manusia di dunia ini. Dengan undang-undang, makgaifasisa diorganisasi
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dan dikoordinasi, atau dicegah perbuatan semena-uh@m hak-hak manusia
terjamin dan keadilan disamaratakan dan bangsa digpahkarr.

Fungsi umum dari undang-undang adalah melayani analsyt dan
memenuhi  kebutuhan-kebutuhan masyarakat, maka gndaiang
mempunyai kewajiban untuk melayani dan membahagiakasyarakat dari
segi penjagaan keamanan, kriminalitas, penindasafattéor-faktor lain yang
merugikan masyarak&t.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Rienigan
Konsumen dijelaskan bahwa setiap konsumen muslimg yaerupakan
mayoritas konsumen di Indonesia berhak untuk meatlap barang dan/atau
jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, salah satgepigmn nyaman bagi
konsumen muslim ialah bahwa barang tersebut tidakebtangan dengan
kaidah agama Islam, yaitu kehalalan dalam bertkainsgza.

Adapun salah satu pasal yang menjelaskan tentariygian yang
dilarang bagi pelaku usaha yaitu: pasal 14 “pelagaha dalam menawarkan
barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk dipertfgm dengan
memberikan hadiah melalui cara undian, dilaranghkint
a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas uwvaking telah

dijanjikan.

b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.

. Abdul Qadir Audah, Kritik Terhadap Undang-UndanggerjT oleh Jamaludin Kafie,
Surabaya: PT. Bina llmu, 1985. him. 29.

8 Abdul Qadir Audah)slam Dan Perundang-Undangadakarta: Bulan Bintang, t.th. him.
29.
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c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjik
d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilaiahaghng dijanjikan®

Dalam pasal 14 ini berisi tentang larangan yangjukBn pada
“perilaku” pelaku usaha dalam menawarkan barang/at@n jasa yang
diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah mietara undian, yang
bertujuan untuk menerbitkan perdagangan dalam eamgé&nciptakan iklim
usaha yang sehat, dan agar perilaku pelaku usedebte tidak dikualifikasi
sebagai perbuatan melawan hukum, dan juga maksuddd pasal ini adalah
agar pelaku usaha tidak melakukan *“cara-cara pmugang dapat
mengelabuhi atau menyesatkan konsufien.

Untuk melaksanakan hak-hak yang disebutkan diaigeridkan
adanya suatu pemahaman yang cukup mengenai mdgaiabmen. Oleh
karena itu pembinaan dan pendidikan konsumen mkanpsatu hal sangat
diperlukan oleh konsumen, melalui pembinaan dandigé@n konsumen
akan timbul dalam masyarakat wawasan yang luas en@an@pa, mengapa,
dan bagaiman mengkonsumsi barang dan*faB@ngan demikian konsumen
akan dapat merasakan kenyamanan, keamanan, datank&se dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

° UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Keomsu, Bandung: Citra Umbara,
2008. him. 11.

19" Ahmadi Niru Dan Sutarman Yodéjukum Perlindungan Konsumediakarta: Rajawali
Pers, 2008. him. 43

1 James V. Angel, DkiPerilaku Konsumenlakarta: Bina Rupa Aksara, 1994. Him. 5-6
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Dalam masalah hak untuk mendapatkan kompensasii gagt
dan/atau penggantian apabila barang dan/atau gagaditerima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestsuglh merupakan suatu
keharusan bila barang dan/atau jasa yang diterielakmnsumen tidak sesuai
dengan perjanjian untuk mendapatkan kompensasii gamgfi. dalam
epistimologi hukum Islam hal ini disebut dengadimin atauiwadl.*?

Dalam kaitannya pasal 14 yang sudah disebutkartadi uga ada
pasal pendukung lainnya yaitu pasal 19 Undang-Umpd&erlindungan
Konsumen, yaitu “pelaku usaha bertanggung jawab lmeekan ganti rugi
atas kerusakan pencemaran dan kerugian konsumbat akengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipemg&ga. Juga pada pasal 24
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsubadwa “pelaku
usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepad&upelsaha lain
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/a@agatan konsumen
apabila pelaku usaha lain tanpa melakukan perubatenbarang dan/atau
usaha, pelaku usaha lain dalam sebuah transaksbegliatidak mengetahui
adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilalpétaku usaha apabila
tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisipédeaganti rugi yang
dapat dilakukan adalah bisa diganti dengan barangathu jasa seperti pada
saat perjanjian, atau dengan membayar harganyabdanan ganti rugi ini

selanjutnya akan menjadi hak milik konsumen sebaland hukum Islam

12 T.M. Hasby As-Sidigi,Peradilan dan Hukum Acara IslanSemarang: Pustaka Risky
Putra, 1997. HIm. 12.
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sendiri dinyatakan bahweadlmin danta’'widl merupakan salah satu sebab
dari kepemilikan'®

Dalam berbagai praktek undian tidak diumumkan seteansparan
atau jadwal waktu penarikan undian ditunda atauahatidak jadi diberikan
tetapi mengganti dengan barang lain yang nilaingakt setara dimana
transparansi dalam hal mengumumkan hasil undiagasatiperlukan agar
semua masyarakat sebagai konsumen dapat mengétdilipengumuman
tersebut, sehingga dapat menghilangkan kesan blahgiah hanya diberikan
pada orang-orang tertentu.

Memang dalam hal ini undang-undang tidak menyelutkacara
langsung mengenai praktek undian SMS berhadialn,pt@pt khusus yang
menyebutkan pelarangan dalam hal pelaku usaha dakmawarkan barang
dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkeng@ah memberikan
hadiah melalui cara undian “ada pada point b” ypgngumuman hasil undian
tidak mlalui media massa. Itu artinya, dalam prakiadian SMS berhadiah
termasuk kategori bisnis yang dilarang karena tidada transparansi
didalamnya.

Dengan adanya kejelasan hukum dari undian SMS tiathayang
berupa fatwa MUI dan Undang-Undang No 8 Tahun 198$htang
Perlindungan Konsumen diharapkan menghilangkanratngurangi praktek
dari undian SMS berhadiah tersebut. Meskipun demikiada saat ini masih

banyak praktek-praktek undian SMS berhadiah yangdae di masyarakat.

13 1bid., him. 9
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